Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUELIK INDONESIA

NOMOR 7081 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH 13 KABUPATEN LAMONGAN

PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

. 3.

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis;

bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian/operasional madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang
Perpanjangan  Izin  Pendirian/Operasional MADRASAH
IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH 13 KABUPATEN
LAMONGAN Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);



4. Peraturan Pemerintah MNomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Alivah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
[zin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen lzin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN LAMONGAN Nomor : Kd.15.18/2/PP.00/1163/2016

Tanggal 7 April 2016;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN
PENDIRIAN / OPERASIONAL  MADRASAH IBTIDAIYAH
MUHAMMADIYAH 13 KABUPATEN LAMONGAN PROVINS] JAWA
TIMUR,

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah vang bersangkutan

melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 November 2016




LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7081 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH 13
KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA
TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

Nama Madrasah

MUHAMMADIYAH 13

Nomor Statistik Madrasah

111235240368

Alamat Madrasah

JL. RAYA PROYEK BRENGKOK
DESA BRENGKOK
KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Nama Organisasi Penyelenggara

YAYASAN MUHAMMADIYAH

Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

NO. 23628/MPK/74, SIARIF THAJEB

Pengesahan Akte
Organisasi Penyelenggara

MNotaris

AHU-88.AH.01.07.TAHUN 2010 /
23 JUNI 2010
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PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 1751/KEP/1.0/B/2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH 13 BRENGKOK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang . Bahwa wuntuk memperlancar proses perizinan dan pendirian
MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH 13 BRENGKOK
maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal
Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha
Muhammadiyabh;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat
(1);

3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus
1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan
Berita Negara R.I Tanggal 23/9 — 2011 Nomor.76 Pengumuman
dalam Berita — Negara R.lI sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal
2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-
perkumpulan Berbadan Hukum;

4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor
01/QDH/1.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;

5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal
3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PENGESAHAN PENDIRIAN  MADRASAH IBTIDAIYAH
MUHAMMADIYAH 13 BRENGKOK.

Kesatu . Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan
berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. RAYA PROYEK Desa
BRENGKOK Kecamatan BRONDONG Kabupaten/Kota
LAMONGAN Provinsi JAWA TIMUR.

Kedua : MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH 13 BRENGKOK
dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati
dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin
Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

YOGYAKARTA : JI. Cik Ditiro 23 Yogyakarta | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

JAKARTA : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah JI.Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903024
Webset : www.muhammadiyah.or.id | E-mail : pp@muhammadiyah.id



Ketiga . MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH 13 BRENGKOK
mengelola keuangan secara terpisah dengan  Persyarikatan
Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman  Persyarikatan
Muhammadiyah atau Majelis terkait.

Keempat . Menyampaikan surat keputusan ini kepada MADRASAH
IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH 13 BRENGKOK dan pihak-pihak
terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima . Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau
kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Rabiul awal 1441 H
20 November 2019 M
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Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. s :
NBM: 545 549

Tembusan:
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah
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